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KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  DALAM 

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI 

KOTA BANDAR LAMPUNG 

  

MARTHA HARTONA 

ABSTRAK 

 

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat pemerintah daerah yang 

memiliki kewenangan dalam menegakkan Peraturan Daerah serta menjaga 

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Kewenangan tersebut secara 

normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dan diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 

Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Pada tingkat daerah, pelaksanaan 

kewenangan tersebut didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. 

Penegakan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima menjadi permasalahan karena 

berkaitan langsung dengan pemanfaatan ruang publik serta kondisi sosial dan 

ekonomi masyarakat. Permasalahan penelitian ini berfokus pada kewenangan 

Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum terhadap Pedagang Kaki 

Lima serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya di lapangan. 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan 

yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat Satuan Polisi 

Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima, dan masyarakat sekitar, serta didukung oleh 

data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum relevan. 

 

Hasil penelitian berdasarkan data lapangan menunjukkan bahwa kewenangan 

Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum terhadap Pedagang Kaki 

Lima telah dilaksanakan melalui tahapan pembinaan, pengawasan, dan penertiban 

non-yustisial. Faktor internal yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum 

meliputi keterbatasan jumlah personel dan sarana operasional, sehingga 

pengawasan belum dapat dilakukan secara berkelanjutan. Faktor eksternal yang 

ditemukan meliputi ketergantungan ekonomi Pedagang Kaki Lima terhadap lokasi 

berjualan yang strategis, rendahnya kepatuhan hukum, serta kecenderungan 

kembali berjualan setelah penertiban dilakukan. Faktor internal dan eksternal 

tersebut menyebabkan penegakan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota 

Bandar Lampung cenderung bersifat sementara dan berulang. 

 

Kata Kunci: Satuan Polisi Pamong Praja, Kewenangan, Penegakan Hukum, 

Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah. 



 

 

 

 

 

 

THE ROLE OF THE MUNICIPAL POLICE UNIT IN LAW 

ENFORCEMENT AGAINST STREET VENDORS IN BANDAR LAMPUNG 

CITY 

 

MARTHA HARTONA 

  ABSTRACT 
 

The Municipal Police (Satuan Polisi Pamong Praja) is a regional government 

apparatus vested with authority to enforce Regional Regulations and to maintain 

public order and public tranquility. Such authority is normatively regulated under 

Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and further clarified 

through Government Regulation Number 16 of 2018 concerning the Municipal 

Police. At the regional level, the implementation of this authority is based on 

Regional Regulation of Bandar Lampung City Number 1 of 2018 concerning Public 

Order and Public Tranquility. Law enforcement against street vendors constitutes 

a significant issue as it is directly related to the use of public spaces as well as the 

social and economic conditions of the community. This research focuses on the 

authority of the Municipal Police in enforcing the law against street vendors and 

the factors influencing its implementation in practice. 

This study employs an empirical legal research method using a socio-juridical 

approach. Data were collected through interviews with Municipal Police officers, 

street vendors, and local community members, supported by secondary data in the 

form of statutory regulations and relevant legal literature. 

The findings based on field data indicate that the authority of the Municipal Police 

in enforcing the law against street vendors has been exercised through stages of 

guidance, supervision, and non-judicial enforcement actions. Internal factors 

affecting law enforcement include limitations in the number of personnel and 

operational facilities, resulting in the inability to conduct continuous supervision. 

External factors include the economic dependence of street vendors on strategic 

trading locations, low levels of legal compliance, and the tendency of street vendors 

to return to prohibited areas after enforcement actions. These internal and external 

factors cause law enforcement against street vendors in Bandar Lampung City to 

remain temporary and repetitive in nature. 

Keywords: Municipal Police Unit, Law Enforcement, Street Vendors, Regional 

Regulation. 
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MOTTO 

 

يسُْرًاَّ الْعسُْرَِّ مَعََّ فإَِن َّ  

Fa inna ma‘al ‘usri yusrā 

“Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.” 

(Q.S Al-Insyirah:5) 

 

Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesikan. Tidak ada kesulitan yang melebihi 

Batas kesanggupan karena Allah tidak akan membebani seseorang melaikan 

sesuai dengan kadar kesanggupannya. 

(Q.S Al-Baqarah: 286) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam 

memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan 

Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di Daerah 

Provinsi dan Daerah /Kota. Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja 

dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Gubernur melalui Sekretaris Daerah di Daerah /Kota, Satuan Polisi Pamong Praja 

dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

 

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki posisi strategis dan peran yang cukup luas 

sebagai bagian dari perangkat daerah dan aparatur pemerintahan daerah. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja 

dibentuk dengan tujuan untuk menegakkan peraturan daerah (Perda) dan peraturan 

kepala daerah (Perkada), menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, 

serta menyelenggarakan perlindungan terhadap masyarakat. Selanjutnya, Pasal 

255 ayat (2) undang-undang yang sama menetapkan bahwa Satuan Polisi Pamong 

Praja memiliki sejumlah kewenangan, antara lain: 

1) Melaksanakan tindakan penertiban secara nonyustisial terhadap individu, 

aparatur pemerintah, maupun badan hukum yang terbukti melakukan 
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pelanggaran terhadap peraturan daerah (Perda) dan/atau peraturan kepala 

daerah (Perkada). 

2) Menindak warga masyarakat, aparatur, maupun badan hukum yang melakukan 

tindakan yang mengganggu ketertiban umum serta mengancam ketenteraman 

masyarakat. 

3) Melakukan fasilitasi serta pemberdayaan dalam rangka peningkatan kapasitas 

penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat. 

4) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap individu, aparatur, atau badan 

hukum yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Perda dan/atau 

Perkada. 

5) Menjalankan tindakan administratif terhadap pihak-pihak yang terbukti 

melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Perda dan/atau Perkada.1 

 

Pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja 

secara langsung bersinggungan dengan berbagai bentuk pelanggaran ketertiban 

umum di ruang publik. Keberadaan Pedagang Kaki Lima yang melakukan aktivitas 

usaha di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya, seperti trotoar, badan 

jalan, dan fasilitas umum lainnya, menjadi salah satu permasalahan yang paling 

sering muncul dan berdampak langsung pada kepentingan masyarakat. Penertiban 

terhadap Pedagang Kaki Lima kemudian menjadi salah satu objek utama 

penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di daerah. 

 

Pedagang kaki lima awalnya berasal dari para pedagang yang menggunakan 

gerobak dorong. Umumnya, pedagang kaki lima melakukan aktivitas jual beli 

dengan cara berkeliling di seluruh pemukiman penduduk, sambil menawarkan 

produk-produk mereka kepada konsumen yang berminat. Mereka menjajakan 

berbagai jenis barang, antara lain sayur-sayuran, makanan ringan, buah-buahan, 

peralatan dapur, dan lain-lain.2 

 

 

1 Jurnal Muh Hasrul, Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Hukum Peraturan 

Daerah, 2017, AmannaGappa (2), 60-69 
2 Jurnal Rholen Bayu Saputra, “Profil Pedagang Kaki Lima yang Berjualan Didepan Jalan (Studi 

Dijalan Teratai dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan)”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Vol. 1, No. 2, Oktober 2014, hal. 4. 

https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=W_LdGI8AAAAJ&citation_for_view=W_LdGI8AAAAJ%3AUeHWp8X0CEIC
https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=W_LdGI8AAAAJ&citation_for_view=W_LdGI8AAAAJ%3AUeHWp8X0CEIC
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Pedagang dipinggir jalan atau ditrotoar yang disebut dengan pedagang kaki lima 

merupakan suatu usaha yang dianggap mudah dilakukan karena pedagang disini 

tidak dituntut memiliki pendidikan dan modal besar. Walaupun dianggap sebagai 

sumber masalah jalanan, tetapi harus pula diakui pula bahwa sebagai bagian dari 

usaha sektor informal memiliki potensi mengatasi masalah pengangguran dengan 

menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang 

kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor 

formal. 

 

Keberadaan pedagang di tepi jalan umum sejak dahulu menjadi masalah signifikan 

yang belum dapat diselesaikan dengan mudah. Dampak negatif dari aktivitas 

pedagang kaki lima yang tidak mematuhi ketertiban dalam berjualan menimbulkan 

berbagai keluhan, seperti kemacetan lalu lintas yang mengganggu waktu 

perjalanan, serta mengurangi rasa aman dan nyaman bagi warga yang melintas di 

sekitarnya. Selain itu, terdapat gangguan terhadap estetika dan kebersihan 

lingkungan yang kurang terjaga.3 Salah satu konsekuensi serius dari ketidakaturan 

ini adalah terjadinya konflik antara pedagang dan petugas pemerintah. 

 

Fenomena penertiban Pedagang Kaki Lima Kembali menjadi perhatian publik 

setelah Satuan Polisi Pamong Praja (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Bandar 

Lampung membongkar sekitar 30 lapak PKL di kawasan Way Halim. Penertiban 

ini dilakukan sebagai upaya pemerintah daerah untuk menegakkan Peraturan 

Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum, karena keberadaan lapak 

tersebut dinilai mengganggu fungsi trotoar dan menutup saluran drainase. Sebelum 

pembongkaran, Satuan Polisi Pamong Praja telah memberikan teguran bertahap 

kepada para pedagang, namun banyak dari mereka tetap bertahan karena 

bergantung pada lokasi tersebut untuk mencari nafkah. Di sisi lain, pemerintah 

menilai penataan ruang publik perlu dilakukan agar fasilitas seperti trotoar dan 

drainase dapat berfungsi optimal dan menciptakan lingkungan kota yang lebih 

 

3 Jurnal Fahmi Susanti (2013). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Pedagang 

Kaki Lima. Studi Kasus Pada Kota Tanggerang Selatan. Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen. 

(Tanggerang: UNPAM, 2013), hal. 60. 
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tertib. Kondisi ini menunjukkan adanya dilema kebijakan: di satu pihak pemerintah 

perlu memastikan ketertiban dan kenyamanan kota, namun di pihak lain PKL 

membutuhkan ruang yang aman dan legal untuk menjalankan aktivitas ekonomi. 

Situasi ini menggambarkan urgensi untuk mengkaji kembali efektivitas peran 

Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum terhadap PKL, termasuk 

bagaimana pendekatan persuasif, penegakan aturan, serta solusi relokasi 

diterapkan dalam praktik di lapangan. 4 

 

Oleh karena itu, tugas Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan 

penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat menjadi semakin 

penting, yang diatur dalam Pasal 255 Ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah. 

 

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Hukum di Kota Bandar 

Lampung belum efektif dikarenakan beberapa faktor- faktor berikut: 

1) Kurangnya Koordinasi Antar Instansi 

Penertiban Pedagang Kaki Lima idealnya melibatkan kolaborasi antara Satuan 

Polisi Pamong Praja, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, dan bahkan 

Kepolisian. Ketidakjelasan pembagian tugas dan tanggung jawab antar 

instansi dapat menyebabkan tumpang tindih atau celah dalam penegakan 

aturan, membuat upaya penertiban menjadi tidak terkoordinir. 

2) Minimnya Sosialisasi dan Edukasi 

Sebelum melakukan penindakan, Satuan Polisi Pamong Praja perlu melakukan 

sosialisasi dan edukasi yang intensif kepada para Pedagang Kaki Lima. Hal ini 

mencakup pemahaman mengenai peraturan daerah yang berlaku, alternatif 

lokasi berjualan yang disediakan pemerintah, dan konsekuensi pelanggaran. 

Kurangnya sosialisasi dapat menyebabkan resistensi dan konflik antara Satuan 

Polisi Pamong Praja dan Pedagang Kaki Lima. 

 

 

 

 

 

4 https://inisiatornews.com/30-lapak-pkl-di-way-halim-dibongkar-sat-pol-pp-bandarlampung/, 

Diakses pada tanggal 04 Juni 2025 Pukul 19.30 WIB 
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3) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) 

Kualitas Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja sangat 

berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum. Petugas yang kurang 

terlatih, memiliki pengetahuan hukum yang terbatas, atau kurang memiliki 

keterampilan komunikasi dan negosiasi yang baik akan kesulitan dalam 

menjalankan tugasnya. Hal ini dapat memicu konflik dan memperburuk citra 

penegakan hukum. 

4) Peraturan Daerah yang Tidak Komprehensif 

Peraturan daerah yang mengatur Pedagang Kaki Lima mungkin belum 

komprehensif atau kurang jelas dalam hal sanksi, mekanisme penyelesaian 

konflik, dan perlindungan bagi Pedagang Kaki Lima. Ketidakjelasan aturan ini 

dapat menyebabkan penegakan hukum menjadi lemah dan sulit diterapkan 

secara konsisten. 

5) Pertimbangan Aspek Sosial-Ekonomi 

Banyak Pedagang Kaki Lima yang berjualan sebagai mata pencaharian utama. 

Penertiban yang tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan 

kesejahteraan Pedagang Kaki Lima dapat memicu reaksi negatif dari 

masyarakat dan menimbulkan masalah sosial. Pemerintah perlu menyediakan 

solusi alternatif yang layak bagi Pedagang Kaki Lima sebelum melakukan 

penertiban. 

6) Keberadaan Pedagang Kaki Lima yang Sudah Tersebar Luas 

Jika keberadaan Pedagang Kaki Lima sudah berlangsung lama dan tersebar 

luas, penertiban akan lebih sulit dilakukan. Memindahkan Pedagang Kaki 

Lima ke lokasi yang telah disediakan pemerintah mungkin akan menghadapi 

penolakan dari Pedagang Kaki Lima yang sudah terbiasa berjualan di lokasi 

sebelumnya. 

7) Faktor Politik dan Kepentingan 

Penegakan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima juga dipengaruhi oleh faktor 

politik dan kepentingan tertentu. Tekanan dari kelompok tertentu atau 

kepentingan politik dapat menghambat upaya penertiban yang tegas dan 

konsisten. 
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Demi efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bandar 

Lampung mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 

Tahun 2018 tentang Tertib Tempat Usaha bagi Pedagang Kaki Lima menjadi dasar 

operasional Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang yang 

melanggar aturan. Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan tugas penegakan 

hukum dengan memberikan sosialisasi dan peringatan terlebih dahulu sebelum 

melakukan tindakan tegas seperti penyitaan barang dagangan atau pembongkaran 

lapak. Meskipun demikian, pendekatan ini seringkali menimbulkan kontroversi 

dan protes dari Pedagang Kaki Lima. Kerjasama dengan instansi lain, seperti Dinas 

Perdagangan, menjadi kunci untuk menciptakan penertiban yang lebih terintegrasi 

dan efektif. 

 

Pemerintah Kota Bandar Lampung juga berupaya menyediakan solusi jangka 

panjang dengan membangun pasar modern dan menyediakan lokasi alternatif 

berjualan bagi Pedagang Kaki Lima, dilengkapi dengan fasilitas dan dukungan 

yang memadai. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi jumlah Pedagang Kaki 

Lima yang berjualan di tempat terlarang sembari memberikan kesempatan 

ekonomi yang lebih baik bagi para pedagang. Keberhasilan upaya penanggulangan 

Pedagang Kaki Lima di Bandar Lampung bergantung pada sinergi antara 

penegakan hukum dan penyediaan solusi alternatif yang berkelanjutan. 

 

Kehadiran Pedagang Kaki Lima menjadi salah satu faktor yang menyebabkan 

munculnya berbagai permasalahan, terkait dengan ketertiban lalu lintas, keamanan, 

maupun kebersihan lingkungan kota. Permasalahan ini muncul akibat aktivitas 

Pedagang Kaki Lima yang berjualan di lokasi-lokasi yang tidak sesuai, seperti di 

area tugu bundaran taman kota, sepanjang trotoar perkotaan, dan lokasi lainnya. 

Hal ini berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat serta 

pemerintah daerah. Fenomena Pedagang Kaki Lima yang beroperasi di tempat 

yang tidak semestinya ini disebabkan oleh kurangnya penyediaan lokasi yang layak 

bagi mereka untuk berjualan, yang pada gilirannya berdampak pada upaya mereka 

dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 
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Mengingat pentingnya kondisi ketentraman dan ketertiban, terutama terkait dengan 

Pedagang Kaki Lima yang berjualan di trotoar, diperlukan pembinaan yang 

terencana dan terpadu untuk menjaga ketentraman dan ketertiban di daerah. Dalam 

menghadapi ancaman terhadap ketentraman dan ketertiban, diterapkan sistem 

pembinaan yang mengikuti pola tertentu, baik melalui inisiatif masyarakat maupun 

pemerintah, dengan pendekatan yang mengedepankan kemakmuran (prosperity) 

dan keamanan (security). 

 

Untuk menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban yang stabil di daerah, 

diperlukan pembinaan yang mencakup berbagai usaha, tindakan, pengarahan, serta 

pengendalian yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban.5 Kondisi 

ketentraman dan ketertiban yang terjaga dengan baik dalam masyarakat akan 

mendukung stabilitas nasional dan menjamin kelancaran penyelenggaraan 

pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan daerah. 

 

Upaya pemerintah Kota Bandar Lampung dalam melakukan penertiban, penataan, 

dan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima sering kali mendapatkan respons 

negatif dari para pelaku Pedagang Kaki Lima. Penolakan yang dilakukan oleh para 

Pedagang Kaki Lima tersebut tidak jarang menimbulkan permasalahan baru, 

seperti aksi demonstrasi yang dilakukan oleh pedagang serta penolakan terhadap 

tindakan penertiban yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM 

PENEGAKAN HUKUM PADA PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA 

BANDAR LAMPUNG”. 

 

 

 

 

 

 

 

5Ananta, Aris dan Chotib. 2002. “Mobilitas Penduduk Indonesia: Tinjauan Lintas Disiplin (Eds. 

Tukiran, Abdul Haris & Setiadi). pp 85-106. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan 

Kebijakan Universitas Gadjah Mada 
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahannya dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1) Bagaimana kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan 

hukum pada Pedagang Kaki Lima di Bandar Lampung? 

2) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi peran Satuan Polisi Pamong Praja 

dalam menjalankan perannya dalam menegakkan hukum pada Pedagang Kaki 

Lima di Bandar Lampung? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan dengan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat meningkatkan 

efektivitas peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum 

terhadap Pedagang Kaki Lima di Bandar Lampung. 

2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kendala yang dihadapi Satuan Polisi 

Pamong Praja dalam menjalankan perannya dalam menegakkan hukum pada 

Pedagang Kaki Lima di Bandar Lampung 

 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

 

Setelah penelitian ini dilaksanakan, diharapkan mempunyai manfaat dan dampak 

positif. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1) Secara Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, diantaranya : 

a. Menambah pemahaman masyarakat tentang peran Satuan Polisi Pamong 

Praja dalam penegakan hukum pada Pedagang Kaki Lima 
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b. Menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya tentang peran Satuan Polisi 

Pamong Praja dan penegakan hukum pada Pedagang Kaki Lima di 

Indonesia. 

2) Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti, Satuan Polisi Pamong Praja 

Bandar Lampung, pemerintah daerah, dan masyarakat Bandar Lampung. 

(1) Bagi Peneliti: 

a. Memperluas pengetahuan dan wawasan tentang praktik penegakan 

hukum pada Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja. 

b. Meningkatkan kemampuan analisis dan evaluasi terhadap Satuan Polisi 

Pamong Praja. 

(2) Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Bandar Lampung: 

a. Memberikan rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan efektivitas 

penegakan hukum pada Pedagang Kaki Lima 

b. Menjadi bahan evaluasi dan perencanaan program kerja Satuan Polisi 

Pamong Praja. 

(3) Bagi Masyarakat Bandar Lampung: 

a. Meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam 

penegakan hukum pada Pedagang Kaki Lima. 

b. Meningkatkan rasa aman dan tertib di Bandar Lampung. 



 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Teori Kewenangan 

 

2.1.1 Pengertian Kewenangan 

 

Kewenangan merupakan unsur fundamental dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah karena menentukan batas legitimasi tindakan aparatur 

pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan penegakan hukum. 

Kewenangan dimaknai sebagai kekuasaan hukum yang diberikan oleh peraturan 

perundang-undangan kepada organ pemerintahan untuk bertindak dalam ruang 

lingkup tertentu. Setiap tindakan aparatur pemerintah harus didasarkan pada 

kewenangan yang sah agar memiliki kekuatan hukum dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara yuridis.13 

 

Kewenangan dalam perspektif hukum administrasi negara bersumber dari 

atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan 

langsung oleh pembentuk undang-undang kepada lembaga pemerintahan. 

Delegasi merupakan pelimpahan kewenangan dari pejabat yang lebih tinggi 

kepada pejabat yang lebih rendah disertai pengalihan tanggung jawab hukum. 

Mandat merupakan pelimpahan pelaksanaan kewenangan tanpa mengalihkan 

tanggung jawab hukum kepada penerima mandat. Pemahaman terhadap sumber 

 

 

 

 

 

13 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 99–100. 
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kewenangan menjadi penting untuk menilai keabsahan tindakan aparatur 

pemerintah daerah, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja.14 

 

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah 

terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Bandar Lampung merupakan kewenangan 

publik yang bersifat administratif dan represif non-yustisial. Kewenangan 

tersebut meliputi kegiatan pengawasan, penertiban, serta penindakan 

administratif guna menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 

Pelaksanaan kewenangan tersebut wajib memperhatikan asas legalitas, asas 

proporsionalitas, dan prinsip perlindungan hak asasi manusia.15 

 

Dasar hukum kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja bersumber dari Undang- 

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- 

Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi 

Pamong Praja, serta Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 

2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Regulasi tersebut 

memberikan legitimasi formal kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk 

melakukan penegakan Peraturan Daerah, termasuk penertiban terhadap Pedagang 

Kaki Lima yang melanggar ketentuan pemanfaatan ruang publik.16 

 

Pelaksanaan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam praktik menghadapi 

kompleksitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kondisi Pedagang Kaki Lima 

sebagai kelompok ekonomi rentan memengaruhi pola penerapan kewenangan 

yang lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan situasional. Realitas 

tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan tidak hanya ditentukan 

 

 

 

 

 

14 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo 

Persada, Jakarta, 2019, hlm. 8–9. 
15 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, 

hlm. 281. 
16 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 45. 
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oleh norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, keterbatasan 

sumber daya aparatur, dan pertimbangan kemanusiaan.17 

 

Analisis kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penelitian ini difokuskan 

pada kesesuaian antara kewenangan normatif yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan terbaru dan implementasinya dalam praktik penegakan 

Peraturan Daerah terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Bandar Lampung. 

Ketidaksesuaian antara kewenangan normatif dan pelaksanaannya di lapangan 

digunakan sebagai indikator untuk menilai efektivitas penegakan hukum daerah. 

 

 

2.1.2 Sumber Kewenangan 

Kewenangan sebagai konsep hukum administrasi negara dapat diklasifikasikan 

berdasarkan intensitas pelaksanaan dan bentuk penggunaannya dalam praktik 

pemerintahan. Klasifikasi jenis kewenangan diperlukan untuk memahami 

bagaimana suatu kewenangan dijalankan oleh aparatur atau lembaga negara 

dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan penegakan hukum. Pembagian jenis 

kewenangan dalam konteks ini merujuk pada tingkat keaktifan dan keterlibatan 

aparatur dalam menggunakan kewenangan yang dimilikinya, yaitu kewenangan 

aktif, kewenangan partisipatif, dan kewenangan pasif.18 

 

a. Kewenangan Aktif 

Kewenangan aktif merupakan kewenangan yang dijalankan secara penuh, 

langsung, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. Kewenangan ini ditandai dengan adanya tindakan nyata yang 

dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi 

yang menjadi tanggung jawabnya. Pelaksanaan kewenangan aktif tercermin dari 

tindakan penegakan hukum, pengawasan, dan penindakan administratif yang 

dilakukan secara konsisten dan terukur. Tingkat efektivitas penyelenggaraan 

 

 

 

17 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo 

Persada, Jakarta, 2019, hlm. 8–9. 
18 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 101–103. 



13 
 

 

 

pemerintahan daerah sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kewenangan aktif 

digunakan secara optimal dan bertanggung jawab. 

 

b. Kewenangan Partisipatif 

Kewenangan partisipatif merupakan kewenangan yang pelaksanaannya 

dilakukan secara terbatas dan situasional sesuai dengan kebutuhan tertentu. 

Kewenangan ini tidak selalu digunakan secara terus-menerus, tetapi dijalankan 

pada kondisi atau waktu tertentu ketika situasi menuntut adanya intervensi 

aparatur pemerintah. Pelaksanaan kewenangan partisipatif umumnya melibatkan 

koordinasi dengan instansi lain, partisipasi masyarakat, atau pendekatan persuasif 

dalam rangka mencapai tujuan ketertiban dan kepentingan umum. Kewenangan 

partisipatif menunjukkan fleksibilitas aparatur dalam menyesuaikan pelaksanaan 

kewenangan dengan dinamika sosial yang berkembang. 

 

c. Kewenangan Pasif 

Kewenangan pasif merupakan kewenangan yang secara hukum dimiliki oleh 

suatu lembaga atau aparatur, tetapi tidak dijalankan secara nyata dalam praktik. 

Kewenangan ini cenderung bersifat formal dan simbolik karena hanya tercantum 

dalam ketentuan normatif tanpa diikuti dengan tindakan konkret. Keberadaan 

kewenangan pasif sering kali disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, 

pertimbangan sosial dan politik, atau adanya kebijakan internal yang membatasi 

penggunaan kewenangan. Kondisi kewenangan pasif dapat berdampak pada 

rendahnya efektivitas penegakan hukum apabila tidak diimbangi dengan 

mekanisme pengawasan dan evaluasi yang memadai. 

d. Kewenangan Atributif 

Kewenangan atributif merupakan kewenangan yang diberikan secara langsung 

oleh pembentuk undang-undang kepada suatu organ atau pejabat pemerintahan. 

Kewenangan ini bersifat asli karena melekat pada jabatan sejak kewenangan 

tersebut dibentuk melalui peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, 

kewenangan atributif tidak berasal dari pelimpahan kewenangan organ lain, 

melainkan bersumber langsung dari norma hukum yang memberikan legitimasi 

kepada organ tersebut untuk bertindak. 

 

 



14 
 

Dalam hukum administrasi negara, kewenangan atributif menjadi dasar utama 

bagi aparatur pemerintahan dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan 

penegakan hukum. Setiap tindakan administrasi negara harus memiliki dasar 

kewenangan atributif agar sesuai dengan asas legalitas. Penyimpangan dari 

kewenangan atributif dapat mengakibatkan tindakan tersebut dinyatakan sebagai 

perbuatan melampaui kewenangan (ultra vires) dan berimplikasi pada 

pertanggungjawaban hukum. 

e. Kewenangan Delegasi 

Kewenangan delegasi merupakan pelimpahan kewenangan dari pejabat atau 

organ pemerintahan yang lebih tinggi kepada pejabat atau organ yang lebih 

rendah. Dalam delegasi, terjadi pengalihan kewenangan sekaligus pengalihan 

tanggung jawab hukum kepada penerima delegasi. Dengan demikian, pejabat 

yang menerima delegasi berwenang mengambil keputusan atas nama sendiri dan 

bertanggung jawab secara penuh terhadap pelaksanaan kewenangan tersebut. 

Delegasi dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam struktur pemerintahan yang 

kompleks dan berjenjang. Pelimpahan kewenangan melalui delegasi harus 

didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan agar memiliki 

kekuatan hukum yang sah. Tanpa dasar hukum yang jelas, tindakan yang 

dilakukan atas dasar delegasi dapat dinilai tidak memiliki legitimasi hukum. 

f. Kewenangan Mandat 

Kewenangan mandat merupakan pelimpahan pelaksanaan kewenangan dari 

pejabat atau organ pemerintahan kepada pejabat lain tanpa mengalihkan tanggung 

jawab hukum. Dalam mandat, kewenangan tetap berada pada pemberi mandat, 

sedangkan penerima mandat hanya melaksanakan kewenangan tersebut atas 

nama pemberi mandat. 

Berbeda dengan delegasi, dalam mandat tidak terjadi pengalihan tanggung jawab 

hukum. Setiap tindakan yang dilakukan oleh penerima mandat tetap menjadi 

tanggung jawab pemberi mandat. Mandat umumnya diberikan untuk alasan 

teknis atau administratif guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan, 

terutama apabila pejabat yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya 

secara langsung. 
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2.1.3 Tujuan Kewenangan 

Kewenangan memiliki tujuan utama untuk menciptakan keteraturan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan menjamin terlaksananya fungsi negara secara 

efektif dan tertib. Kewenangan memberikan dasar hukum bagi aparatur 

pemerintah dalam bertindak sehingga setiap tindakan yang dilakukan memiliki 

legitimasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Kejelasan tujuan 

kewenangan memungkinkan aparatur memahami batas, ruang lingkup, dan arah 

penggunaan kekuasaan yang dimilikinya dalam mencapai tujuan pemerintahan 

dan kepentingan umum.19 

 

Tujuan kewenangan juga berkaitan dengan pembagian fungsi dan tanggung 

jawab antarorgan pemerintahan. Kewenangan yang dirumuskan secara jelas 

berfungsi untuk mencegah tumpang tindih tugas serta menghindari 

penyalahgunaan kekuasaan. Pembagian kewenangan yang tepat mendorong 

terciptanya koordinasi antarinstansi serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan 

kebijakan publik. Kejelasan kewenangan menjadi instrumen penting dalam 

menjaga prinsip checks and balances dalam sistem pemerintahan.20 

 

Kewenangan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi aparatur 

pemerintah dan masyarakat. Aparatur pemerintah memperoleh pedoman yang 

jelas mengenai tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam 

menjalankan tugasnya. Masyarakat memperoleh perlindungan hukum karena 

setiap tindakan pemerintah harus sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan 

dalam peraturan perundang-undangan.21 

 

Tujuan kewenangan dalam organisasi pemerintahan juga mencakup pengurangan 

ambiguitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Kejelasan kewenangan 

berdampak pada peningkatan kinerja organisasi serta terciptanya lingkungan 

kerja yang tertib dan akuntabel.22 

19 R. G. Hutagaol, M. Maroni, A. Triono, F. Sumarja, dan S. Prayoga, “Peran dan Kewenangan 

DPRD Lampung Selatan dalam Dinamika Pemekaran Daerah: Analisis Berdasarkan Perspektif 

Otonomi Daerah,” Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 8, no. 2 (2025): 408–424. 
20 Ramadhan, D. B., Triono, A., & Yudhi, R. (2023). Pertambangan Pasir Di Lampung Selatan: 

Kajian Kewenangan Dan Pengawasan Dalam Rangka Perlidungan Lingkungan Hidup. 
JATISWARA, 38(2), 209-222. 
21 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 104–105. 
22 Ibid 
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Tujuan kewenangan tidak hanya berorientasi pada pencapaian hasil 

pemerintahan, tetapi juga pada proses penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai 

dengan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Pelaksanaan 

kewenangan yang tepat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang 

baik dan menjamin perlindungan hak-hak masyarakat dalam setiap tindakan 

administrasi negara. 

 

 

2.1.4 Aspek- Aspek Kewenangan 

 

Kewenangan memiliki beberapa aspek utama yang menjelaskan bagaimana 

kekuasaan hukum dilekatkan, dijalankan, dan dimaknai dalam struktur 

pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Aspek-aspek kewenangan tersebut 

menunjukkan bahwa kewenangan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga 

tercermin dalam tindakan, posisi, dan hubungan hukum yang timbul dalam 

praktik.23 

Aspek-aspek kewenangan secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1. Kewenangan mencakup norma-norma hukum yang berkaitan dengan posisi 

atau kedudukan suatu organ atau pejabat pemerintahan, di mana kewenangan 

tersebut berfungsi sebagai seperangkat aturan yang membatasi dan membimbing 

tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

2. Kewenangan merupakan konsep hukum yang menggambarkan ruang lingkup 

tindakan yang dapat dilakukan oleh suatu organ pemerintahan dalam sistem 

pemerintahan sebagai suatu organisasi. 

3. Kewenangan dapat dipahami sebagai manifestasi perilaku hukum aparatur 

pemerintah yang memiliki arti penting bagi keteraturan dan struktur hukum 

dalam masyarakat. 

 

Aspek-aspek kewenangan dalam kajian teori dapat dikelompokkan ke dalam 

empat kategori utama, yaitu sebagai berikut. 

 

 

 

23 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 104–105. 
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1. Subjek yang Memiliki Kewenangan 

Subjek kewenangan merupakan pihak yang secara hukum diberikan kekuasaan 

untuk bertindak. Subjek kewenangan dapat dibedakan menjadi dua kategori. 

(1) Pemegang kewenangan, yaitu organ atau pejabat pemerintahan yang secara 

sah diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pihak yang menjadi sasaran kewenangan, yaitu individu atau kelompok 

masyarakat yang tindakannya diatur, dibatasi, atau dikenai akibat hukum dari 

pelaksanaan kewenangan tersebut. 

 

2. Pelaksanaan Kewenangan 

Pelaksanaan kewenangan merupakan bentuk nyata penggunaan kekuasaan 

hukum oleh pemegang kewenangan. Pelaksanaan kewenangan dapat dianalisis 

melalui beberapa indikator sebagai berikut: 

(1) Harapan terhadap penggunaan kewenangan, yaitu ekspektasi hukum dan 

sosial mengenai bagaimana kewenangan seharusnya dijalankan. 

(2) Norma hukum, yaitu aturan tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi dasar 

dan batas pelaksanaan kewenangan. 

(3) Tindakan pelaksanaan kewenangan, yaitu bentuk konkret dari penggunaan 

kewenangan dalam praktik pemerintahan. 

(4) Penilaian dan sanksi, yaitu mekanisme evaluasi serta konsekuensi hukum 

yang timbul apabila kewenangan dilaksanakan secara benar atau menyimpang. 

 

3. Kedudukan Hukum Pemegang Kewenangan 

Kedudukan hukum menunjukkan posisi pemegang kewenangan dalam struktur 

pemerintahan dan sistem hukum. Kedudukan tersebut dibentuk oleh beberapa 

faktor. 

(1) Karakteristik yang melekat pada pemegang kewenangan, seperti jabatan, 

fungsi, dan tingkat hierarki dalam organisasi pemerintahan. 

(2) Jenis tindakan hukum yang dilakukan, yang membedakan kewenangan satu 

organ dengan organ lainnya. 

(3) Respons dan pengakuan dari pihak lain terhadap kewenangan tersebut, baik 

dari masyarakat maupun dari organ pemerintahan lainnya. 
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4. Hubungan antara Subjek dan Pelaksanaan Kewenangan 

Hubungan antara pemegang kewenangan dan tindakan yang dilakukan 

menunjukkan sejauh mana kewenangan digunakan secara efektif dan sah. 

Hubungan tersebut dapat dianalisis melalui tingkat kesesuaian antara 

kewenangan normatif dan tindakan faktual, derajat ketergantungan antarorgan 

pemerintahan, serta keterkaitan antara pelaksanaan kewenangan satu dengan 

kewenangan lainnya. Hubungan ini menjadi dasar untuk menilai apakah 

kewenangan dijalankan secara proporsional, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan 

hukum administrasi negara. 

 

2.2 Satuan Polisi Pamong Praja 

 

2.2.1 Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja 

 

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 Moto 

Praja Wibawa, muntuk mewadahi sebagai ketugasan pemerintah daerah. 

Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman colonial. 

Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan 

dimana diawali dengan kondisi yang tidal stabil dan mengancam NKRI, 

dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di 

Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah istimewa 

Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 

10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. 

 

Pengertian Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 

adalah perangkat wilayah yang bertugas membantu kepala wilayah dalam 

menyelenggarakan pemerintah umum khususnya dalam melaksanakan wewenang, 

tugas dan kewajiban di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat (Undang 

Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah). 

 

 

 

 

25 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 102– 

104. 
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Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebuah lembaga yang bertugas dalam menjaga 

keaman dan ketertiban, terutama menyangkut kepentingan masyarakat umum, baik 

dalam bidang ekonomi maupun aspek kehidupan lainnya. Hal ini sebagaiman yang 

termuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2011 Pasal 1 butir 7 menyatakan 

Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian perangkat daerah yang menegakkan 

peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat.26 

 

“Keberadaan Polisi Pamong Praja dalam jajaran Pemerintah Daerah mempunyai 

arti khusus yang cukup strategis, karena tugas-tugasnya membantu Kepala Daerah 

dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah 

sehinga dapat berdampak pada upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”.27 

 

 

2.2.2 Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja 

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 tentang 

Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, dinyatakan bahwa “Satuan Polisi Pamong 

Praja adalah pegawai pemerintah daerah yang ditugaskan untuk menjaga ketertiban 

dan ketenteraman serta melaksanakan kebijakan moratorium dari kepala daerah”.28  

 

Pasal 148 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

mengatur bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang 

dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah 

(Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), serta menyelenggarakan 

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan 

bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja memiliki dimensi yuridis sekaligus 

administratif, karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan norma hukum daerah 

dan pengendalian ketertiban di ruang publik. 

 

 

26 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Hukum Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 

(Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 112–114. 
27Pedoman dan Petunjuk Polisi Pamong Praja, 1995, Jakarta, Dirjen Pemerintahan Umum dan 

Otonomi Daerah (PUOD). 
28 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 221. 
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Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Satuan Polisi Pamong 

Praja menyatakan bahwa untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda), menjaga 

ketertiban umum, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, setiap 

provinsi dan kabupaten/kota harus membentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan 

Polisi Pamong Praja berfungsi sebagai bagian dari struktur pemerintahan dalam 

menegakkan peraturan daerah, serta dalam penyelenggaraan ketertiban dan 

ketentraman masyarakat. Tugas pokok dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah 

menegakkan peraturan daerah. 

 

Pada dasarnya, anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat dianggap sebagai 

seorang polisi, sehingga mereka dapat dan seharusnya diakui sebagai bagian dari 

aparat penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Satuan Polisi Pamong 

Praja dibentuk untuk mendukung kepala daerah dalam menegakkan Peraturan 

Daerah (Perda). Sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan, Perda didefinisikan sebagai 

"Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Wali Kota."29 

 

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong 

Praja mengatur bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas sebagai 

berikut:30 

1) Menegakkan Peraturan Daerah (Perda); 

2) Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman 

3) Menyelenggarakan perlindungan masyarakat. 
 

 

 

 

 

29 Dirjen PUOD, Pedoman dan Petunjuk Polisi Pamong Praja, (Jakarta:Dirjen POUD), hal.4 
30 Sumarja, “Kedudukan dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Sistem Pemerintahan 

Daerah,” Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 6, no. 1 (2023): 45–47. 
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Melaksanakan tugas-tugas yang tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah 

Nomor 16 Tahun 2018 tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi 

sebagai berikut: 

1) Penyusunan program penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketenteraman, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat 

2) Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum 

dan ketenteraman masyarakat, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat 

3) Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum 

dan ketenteraman, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan 

instansi terkait 

4) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum dalam 

pelaksanaan Perda 

5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 menegaskan bahwa dalam 

melaksanakan tugas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Satuan Polisi 

Pamong Praja dapat meminta bantuan personel dan peraiatan dari Kepolisian 

Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasionai Indonesia dalam melaksanakan 

tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi. Pada dasarnya, 

Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk sebagai implementasi dari tugas pemerintah 

daerah (provinsi, kabupaten, kota) untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan 

ketenteraman masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang No. 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

 

Hal ini kembali ditegaskan dalam Pasal 255 ayat (1) bahwa Satuan polisi pamong 

praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan 

ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan 

masyarakat. Pertanyaannya, apakah dengan dibentuknya Satuan Polisi Pamong 

Praja, secara otomatis tugas-tugas penegakan Perda dan Perkada selama ini telah 
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diperankan dengan baik. Dalam hal ini merupakan penegakan hukum yang secara 

teoritis atau kenyataan harus ditegakkan.31 

 

Peran pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam konteks 

keamanan dan ketertiban masyarakat diatur secara jelas dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 mengenai Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan 

ini menegaskan bahwa pengawasan ditujukan kepada masyarakat, aparatur, atau 

badan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan 

Peraturan Kepala Daerah. Dalam Pasal 4, dijelaskan mengenai tugas utama Satuan 

Polisi Pamong Praja yang mencakup penegakan Peraturan Daerah, 

penyelenggaraan ketertiban umum, pemeliharaan ketentraman masyarakat, serta 

perlindungan masyarakat. Selanjutnya, Pasal 5 menguraikan bahwa dalam 

melaksanakan tugas yang telah disebutkan pada Pasal 4, Satuan Polisi Pamong 

Praja memiliki beberapa fungsi, yaitu: 

1) Menyusun program dan melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, 

penyelenggaraan ketertiban umum, pemeliharaan ketentraman masyarakat, 

serta perlindungan masyarakat. 

2) Melaksanakan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 

Daerah. 

3) Melaksanakan kebijakan terkait penyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat. 

4) Melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat. 

5) Melaksanakan koordinasi dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah, serta dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat, bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur terkait 

lainnya. 

6) Melakukan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum 

untuk memastikan kepatuhan dan ketaatan terhadap Peraturan Daerah dan 

Peraturan Kepala Daerah. 

 

31Adriana Pakendek.2017.”Cerminan Keadilan Bermartabat dalam Putusan Pengadilan 

Berdasarkan pancasila ”.Jurnal Yustitia, Fakultas hukum Unira.Vol.18 No.1 Mei 2017. Hlm. 23 
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7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Daerah.32 

 

 

Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana yang dimaksud adalah : 

1) Mengikuti proses penyusunan praturan perundang-undangan serta kegiatan 

pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daereah. 

2) Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara 

dan tamu negara. 

3) Pelaksanaan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

4) Membantu pengamanan dan penertibaan penyelenggaraan pemilihan umum 

dan pemilihan umum kepala daeereah. 

5) Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian 

daerah/kegiatan yang berskala besar. 

6) Melaksanakan tugas pemerintahan umum yang diberikan oleh Kepala Daerah 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundangundangan.33 

 

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menegakkan Peraturan Daerah dan 

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta 

perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan 

dalam Penegakan Hukum Perda karena Satuan Polisi Pamong Praja adalah Pejabat 

Pemerintah pusat yang ada di daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan 

umum.Dengan adanya kedudukan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Polisi 

Pamong Praja berwenang. 

1) Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, 

aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau 

peraturan kepala daerah. 

2) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu 

ketertiban umum dan kententraman masyarakat. 

 

32Gunawan, Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong 

Praja Dalam Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Provinsi Aceh, Jurnal Bina Praja: Journal of Home 

Affairs Governance. Vol 4 No. 2. (2012). 
33Muhammad Rodhiyallah, Amiartuti Kusmaningtyas, Hendro Tjahjono, Analisis Pengaruh 

Kepemimpinan Dan Komunikasi Terhadap Motivasi Dan Kinerja Pegawai (Satuan Polisi Pamong 

Praja Kota Surabaya). Journal Business And Finance Vol 2, No. 1. (2017) 
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3) Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan 

masyarakat. 

4) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau 

badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan atau 

peraturan kepala daerah. 

5) Melakukan tindakan Adminitratif terhadap masyarakat, aparatur atau badan 

Hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Peraturan Kepala 

Daerah.34 

 

Salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bandar Lampung meliputi 

penertiban dan pembinaan Pedagang Kaki Lima. Keberadaan Pedagang Kaki Lima 

dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, asalkan Pedagang Kaki 

Lima tersebut dikelola dengan baik. 

 

Usaha untuk merumuskan peraturan yang memberikan kepastian bagi Pedagang 

Kaki Lima lebih bijaksana dari usaha untuk menghapuskan Pedagang Kaki Lima, 

sehingga mereka dapat menjadi potensi yang positif. Beberapa keuntungan dari 

Pedagang Kaki Lima yang telah dikelola dengan baik antara lain: 

1) Keramahtamahan Pedagang Kaki Lima, keunikan gerobak, serta aktivitas yang 

ditimbulkan, seperti interaksi sosial, belajar, membaca, dan berdiskusi, dapat 

menciptakan suasana yang hidup dan berkarakter. 

2) Dengan pengembangan desain yang ekonomis, gerobak Pedagang Kaki Lima 

dapat menambah daya tarik visual pada area kegiatan dan ruang publik. 

3) Pedagang Kaki Lima menawarkan layanan yang tidak tersedia di toko atau 

restoran besar, seperti harga yang lebih terjangkau dan suasana yang lebih 

santai. 

4) Padagang Kaki Lima berperan dalam menjaga kebersihan kawasan di sekitar 

tempat berjualan, dengan memungut sampah dan melaporkan kerusakan 

fasilitas umum. 

 

 

 

34 Budi Winarno, “Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah,” Jurnal 

Ilmu Administrasi Negara 12, no. 2 (2015): 98–100. 
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5) Mereka juga memberikan petunjuk arah bagi pengunjung baru dan berperan 

dalam menjaga keamanan di area tempat mereka berjualan. 

6) Keberadaan Pedagang Kaki Lima dapat meningkatkan rasa aman bagi pejalan 

kaki, bahkan hingga malam hari. 

7) Pedagang Kaki Lima sering kali dapat menghidupkan aktivitas positif di daerah 

yang kurang dimanfaatkan, di mana sering kali terdapat kegiatan ilegal. 

8) Selain itu, Pedagang Kaki Lima dapat memberikan kontribusi berupa iuran 

untuk pemeliharaan dan berbagai program manajemen lainnya yang 

mendukung keberlanjutan program penataan Pedagang Kaki Lima. 

 

Usaha Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanggulangan mencakup tindakan 

represif, yang meliputi razia, penampungan sementara, dan pelimpahan. Aturan 

yang bersifat represif terkait penanggulangan gelandangan dan pengemis sangat 

diperlukan, mengingat ketentuan tersebut dapat menghambat pergerakan serta 

mempersempit ruang gerak gelandangan dan pengemis di masyarakat. Hal ini 

sejalan dengan kebijakan hukum pidana yang menekankan adanya pendekatan 

penal dan non-penal dalam rangka penanggulangan kejahatan dan pelanggaran 

hukum di masyarakat.35 

 

2.3 Penegakan Hukum 

 

2.3.1 Pengertian Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto 

 

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan 

norma-norma hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan 

ke dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum tidak hanya 

dimaknai sebagai penerapan aturan hukum secara tekstual, tetapi juga sebagai 

suatu kegiatan sosial yang melibatkan berbagai unsur, baik manusia, institusi, 

maupun nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Proses penegakan hukum 

berkaitan erat dengan upaya menciptakan ketertiban, kepastian hukum, serta 

perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. 

 

35 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam 

Penanggulangan Kejahatan, Ed. I. Cet. Ket-3, Kencana, Jakarta, 2010, hal 77 
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Soerjono Soekanto mendefinisikan penegakan hukum sebagai kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah-kaidah hukum 

dengan sikap tindak para pelaku dalam masyarakat. Penegakan hukum dipandang 

sebagai suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, 

kepastian hukum, dan kemanfaatan secara seimbang. Hukum tidak dapat 

ditegakkan hanya dengan mengandalkan norma tertulis semata, melainkan 

memerlukan peran manusia sebagai pelaksana hukum yang mampu 

menerjemahkan norma tersebut ke dalam tindakan nyata. 

 

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto menempatkan manusia sebagai 

unsur sentral dalam pelaksanaan hukum. Aparat penegak hukum memiliki peran 

strategis dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu aturan hukum diterapkan 

di masyarakat. Perilaku, integritas, dan profesionalitas penegak hukum sangat 

memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Hukum sebagai sistem normatif akan 

kehilangan makna apabila tidak didukung oleh pelaksana hukum yang memiliki 

kesadaran dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. 

 

Penegakan hukum juga berkaitan dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan 

masyarakat terhadap hukum. Masyarakat sebagai subjek hukum memiliki peran 

penting dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum melalui sikap patuh 

atau tidak patuh terhadap ketentuan yang berlaku. Interaksi antara aparat penegak 

hukum dan masyarakat membentuk dinamika penegakan hukum yang tidak selalu 

berjalan secara ideal, sehingga sering kali muncul hambatan dalam 

pelaksanaannya. 

 

 

2.3.2 Faktor- Faktor Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto 

 

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto 

adalah :36 

 

36Soerjono Soekanto. 2004,Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cetakan 

Kelima.Jakarta : Raja Grafindo Persada hal. 42 
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1) Faktor Hukum Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh 

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan 

kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara 

normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya 

berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang 

kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada 

hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, 

namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya 

merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang 

bertujuan untuk mencapai kedamaian. 

2) Faktor Penegakan Hukum Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas 

penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, 

tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu 

kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau 

kepribadian penegak hokum 

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Faktor sarana atau fasilitas pendukung 

mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat 

lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini 

cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal 

polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah 

pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang 

selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara 

teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun 

disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan 

banyak. 

4) Faktor Masyarakat Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan 

untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau 

kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang 

timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, 

sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat 
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terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang 

bersangkutan. 

5) Faktor Kebudayaan Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu 

sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono 

Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, 

yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, 

berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang 

lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang 

perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, 

dan apa yang dilarang. 

 

Fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum 

agar sejalan dengan cita-cita hukum itu sendiri, yaitu dengan mewujudkan sikap 

atau perilaku manusia yang sesuai dengan kerangka yang telah ditetapkan oleh 

undang-undang atau hukum. Sistem penegakan hukum yang memiliki nilai-nilai 

yang baik berkaitan dengan penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah, dan perilaku 

nyata manusia.37 

 

 

2.4 Pedagang Kaki Lima 

 

2.4.1 Pengertian Pedagang Kaki Lima 

 

Menurut Gilbert dan Josef yang dikutip oleh Yusuf, Pedagang Kaki Lima adalah 

pelaku usaha yang menjalankan kegiatan perdagangan dengan menggunakan 

sarana usaha yang bersifat tetap maupun tidak tetap, yang berlokasi di area fasilitas 

sosial dan umum, prasarana perkotaan, serta bangunan milik swasta atau 

pemerintah.38 PKL merupakan salah satu sektor informal yang banyak dijumpai di 

daerah perkotaan. Sebagian PKL beroperasi di lokasi yang tidak tetap dan tersebar 

di hampir setiap trotoar atau ruang terbuka yang bersifat umum. 

 

 

37 Siswanto Sunaryo, Penegakkan Hukum Psikotropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum), (Jakarta, 

PT. Grafindo Persada, 2004), hal. 70-71. 
38 Gilbert, Alan dan Gugler, Josef, 2007, Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga, P.T Tiara 

Wacana Y ogya 
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Karakteristik kegiatan usaha PKL ditandai dengan penggunaan sarana usaha yang 

sederhana dan tradisional. Terdapat dua faktor yang mendukung perkembangan 

PKL di ruang publik, yaitu tersedianya ruang yang dapat dimanfaatkan untuk 

kegiatan usaha PKL dan adanya kedekatan serta kemudahan komunikasi dengan 

sumber-sumber aktivitas formal.39 

 

Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu bentuk sektor informal di perkotaan. 

Jumlahnya sangat signifikan dan sering kali lebih mendominasi dibandingkan 

dengan jenis usaha sektor informal lainnya. Secara etimologis, istilah "pedagang" 

dapat diartikan sebagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan aktivitas jual beli. 

Pedagang adalah individu yang melakukan kegiatan dengan cara membeli barang 

dan kemudian menjualnya kembali untuk memperoleh keuntungan dari transaksi 

tersebut. Istilah "kaki lima" merujuk pada lokasi berdagang yang bersifat tidak 

permanen atau tetap. Dengan demikian, pedagang kaki lima dapat didefinisikan 

sebagai pedagang yang tidak memiliki usaha yang bersifat permanen atau tetap. 

 

 

2.4.2 Ciri- Ciri dan Jenis- Jenis Pedagang Kaki Lima 

 

Kartini Kartono menyatakan bahwa PKL merupakan kelompok ekonomi lemah 

yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari dengan modal yang relatif 

kecil, baik berasal dari modal sendiri maupun pinjaman, serta beroperasi di lokasi 

yang diperbolehkan maupun yang tidak. Selain itu, Kartini Kartono juga 

menjelaskan beberapa ciri-ciri dari PKL, antara lain:40 

 

1. PKL dapat dianggap sebagai kelompok pedagang yang juga sering berfungsi 

sebagai produsen. 

2. Mereka menjajakan barang dagangannya di atas tikar yang diletakkan di tepi 

jalan yang strategis atau dengan berjualan di depan toko-toko. 

 

39 Jurnal Agus, Susilo, 2011. Faktor faktor Yang Mempengaruhi Pedagang Kaki Lima Menempati 

Bahu Jalan Di Kota Bogor, (Studi Kasus). Jakarta: Universitas Indonesia 
40 Kartini Kartono, 2015, Patologi Sosial, Edisi 2, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 36 
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3. Menjual bahan makanan, minuman, serta barang-barang kebutuhan lainnya 

dalam bentuk eceran. 

4. Bermodal kecil. 

5. Kelompok ini termasuk dalam kategori marginal, dan dalam beberapa kasus, 

dapat juga dianggap sebagai kelompok sub-marginal. 

6. Kualitas barang yang ditawarkan cenderung rendah, 

7. Volume omzet yang dihasilkan tidak tergolong besar. 

8. Sebagian besar pembeli memiliki daya beli yang rendah. 

9. Dalam konteks ekonomi, peningkatan posisi dalam hierarki perdagangan yang 

sukses tergolong jarang terjadi. 

10. Usaha ini umumnya dijalankan oleh keluarga. 

11. Proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli menjadi ciri khas dari 

hubungan yang terjalin di dalamnya. 

12. Usaha ini dapat dianggap sebagai pekerjaan utama maupun pekerjaan 

sampingan. 

13. Para pelaku usaha sering kali berada dalam kondisi yang tidak stabil, dengan 

kekhawatiran bahwa usaha mereka dapat dihentikan sewaktu-waktu oleh pihak 

berwenang. 

14. Pola waktu dan jam kerja yang diterapkan bersifat tidak tetap. 

15. Beberapa di antaranya beroperasi secara musiman, dengan variasi jenis 

dagangan yang ditawarkan. 

16. Barang-barang yang dijual umumnya tidak memenuhi standar tertentu. 

17. Masyarakat umumnya memandang bahwa kelompok ini memiliki status sosial 

yang rendah dalam struktur masyarakat. 

 

Ciri-ciri pedagang kaki lima yang antara lain adalah barang-barang jasa yang 

diperdagangkan sangat terbatas pada jenis tertentu, berdasarkan ciri-ciri yang 

dikemukakan diatas, Karafir menggolongkan PKL menjadi 10 kelompok, yaitu:41 

1. Pedagang sayur dan rempah 

2. Pedagang kelontongan 

3. Pedagang makanan dan minuman 

 

41 Karafir, 2007, Pembangunan Masyarakat, Yogyakarta, Liberti Yogyakarta 
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4. Pedagang tekstil 

5. Pedagang surat besar 

6. Pedagang daging dan ikan 

7. Pedagang loak 

8. Pedagang rokok 

9. Pedagang beras 

10. Pedagang buah-buahan 

 

 

Jenis-jenis Pedagang Kaki Lima dapat dikategorikan secara umum di berbagai 

daerah perkotaan, sebagai berikut: 

a. Pedagang Menetap 

Merupakan bentuk layanan yang memiliki karakteristik menetap di suatu lokasi 

tertentu. Dalam hal ini, konsumen diharuskan untuk mengunjungi tempat di 

mana pedagang tersebut beroperasi. 

b. Pedagang Semi Menetap 

Merupakan bentuk layanan dari pedagang yang memiliki sifat menetap secara 

sementara, yaitu hanya pada waktu-waktu tertentu. Pedagang ini biasanya hadir 

pada acara-acara khusus, seperti pertunjukan musik langsung, pertandingan 

sepak bola, atau acara-acara lainnya. 

c. Pedagang Keliling 

Merupakan pedagang yang umumnya mencari konsumen dengan 

menggunakan kendaraan atau gerobak kecil (dikenal sebagai tanggungan). 

Pedagang ini biasanya memiliki volume dagangan yang relatif kecil. 



 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Pendekatan Masalah 

 

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan kajian ilmiah terhadap 

satu atau beberapa gejala hukum spesifik. Kajian ini dilakukan secara sistematis 

dan analitis, dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir tertentu.89Metode 

penelitian yang digunakan dalam studi ini menerapkan dua yuridis dalam 

menganalisis permasalahan, yaitu: 

1. Yuridis Normatif 

Yuridis Normatif adalah mìetodìe yang mìenggunakan bahan hukum primìer, 

mìelakukan pìenìelitian sìecara tìeoritis tìentang asas-asas hukum, dikaji konsìepsi 

hukumnya, dokttin, hukum, sìerta anggaran dan sistìem hukumnya.90 

2. Yuridis Empiris 

Yuridis Empiris dilakukan untuk mìempìelajari hukum dan kìenyataan yang ada 

di lapangan, bìerdasarkan akta yang ada. 

 

Pìenìelitian hukum normatif ìempiris adalah pnìelitian hukum mìengìenai 

pìembìerlakuan kìetìentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau 

kontrak) sìecara in action pada sìetiap pristiwa hukum tìertìentu yang tìerjadi dalam 

masyarakat. 

 

 

 

89 Soìerjono Soìekanto, Pìenìelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pìers, 2002. Hal.1. 
90 Abdulkadir Muhammad,Hukum dan Pìenìelitian Hukum, Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004 



33 
 

 

 

Pìengggunaan kìedua macam pìendìekatan tìersìebut dimaksud untk mìempìerolìeh 

gambaran dan pìemahaman yang jìelas dan bìenar tìerhadap pìermasalahan yang akan 

di bahas dalam pìenìelitian guna pìenulisan skripsi ini. 

 

 

3.2 Sumbìer Dan Jìenis Data 

 

Pìengumpulan data dalam pìenìelitian ini mìempìergunakan data primìer sìerta data 

sìekundìer. 

 

1) Data Primìer 

Data primìer mìerupakan data utama yang dipìerolìeh sìecara langsung dari lokasi 

pìenìelitian mìelalui kìegiatan pìenìelitian lapangan. Pìengumpulan data primìer 

dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung s ìerta pada 

bìebìerapa lokasi aktivitas Pìedagang Kaki Lima, yaitu Pasar Tugu, Pasar Gintung, 

dan Bambu Kuning. Data dipìerolìeh mìelalui wawancara mìendalam dìengan 

narasumbìer yang mìemiliki kìetìerkaitan langsung dìengan objìek pìenìelitian guna 

mìempìerolìeh informasi yang faktual, aktual, dan sìesuai dìengan kondisi di lapangan. 

Narasumbìer dalam pìenìelitian ini dipilih sìecara purposivìe dìengan 

mìempìertimbangkan kìetìerlibatan langsung dalam pìelaksanaan pìenìegakan 

Pìeraturan Daìerah maupun dampak dari kìebijakan pìenìertiban Pìedagang Kaki Lima. 

Adapun narasumbìer dalam pìenìelitian ini adalah sìebagai bìerikut: 

 

a. Jan Roma, S.E., M.M., sìelaku Kìepala Bidang Kìetìertiban Umum dan 

Kìetìentìeraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung 

b. Dua orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, yaitu 

Andi Prasìetyo, anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang b ìertugas di lapangan 

dalam kìegiatan pìenìertiban dan pìengawasan dan Rino Saputra, anggota Satuan 

Polisi Pamong Praja yang tìerlibat langsung dalam pìelaksanaan pìenìertiban 

Pìedagang Kaki Lima. 

c. Dua orang Pìedagang Kaki Lima, dìengan karaktìeristik sìebagai bìerikut: Ibu Siti 

Marlina, bìerusia 45 tahun, bìerjualan makanan siap saji di kawasan Pasar Tugu dan 
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Bapak Agus Salim, bìerusia 48 tahun, bìerjualan sayur-mayur di kawasan Pasar 

Gintung. 

d. Dua orang masyarakat sìekitar lokasi pìenìertiban, dìengan karaktìeristik sìebagai 

bìerikut: Ibu Ratna Puspitasari, bìerusia 43 tahun, mìerupakan masyarakat yang 

bìeraktivitas di sìekitar Pasar Tugu dan Bapak Dìedi Armansyah, bìerusia 36 tahun, 

mìerupakan masyarakat yang bìeraktivitas di sìekitar kawasan Bambu Kuning. 

 

Data primìer yang dipìerolìeh dari para narasumbìer tìersìebut digunakan sìebagai bahan 

utama dalam analisis ìempiris untuk mìenjawab pìermasalahan pìenìelitian mìengìenai 

pìeran Satuan Polisi Pamong Praja dalam p ìenìegakan hukum tìerhadap Pìedagang 

Kaki Lima di Kota Bandar Lampung. 

 

2) Data Sìekundìer 

Data sìekundìer adalah data yang diambil dari studi k ìepustakaan yang mìencakup 

pìeraturan hukum yang bìerlaku yang bìerkaitan dìengan pìenìelitian ini. Jìenis data ini 

tìerbagi mìenjadi tiga katìegori, yaitu: 

a. Bahan Hukum Primìer, yaitu bahan-bahan hukum yang bìersifat mìengikat. 

b. Bahan Hukum Sìekundìer, yaitu sumbìer hukum yang dipìerolìeh dari litìeratur 

maupun hasil pìenìelitian yang tìelah tìerakrìeditasi mìemiliki rìelìevansi dìengan 

pìenìelitian ini, sìepìerti buku dan jurnal ilmiah. 

1. Pìeraturan Pìemìerintah Rìepublik Indonìesia Nomor 16 Tahun 2018 tìentang 

Satuan Polisi Pamong Praja. 

2. Pìeraturan Pìemìerintah Rìepublik Indonìesia Nomor 6 Tahun 2010 tìentang 

Satuan Polisi Pamong Praja. 

3. Pìeraturan Pìemìerintah Rìepublik Indonìesia Nomor 32 Tahun 2004 tìentang 

Pìedoman Satuan Polisi Pamong Praja. 

4. Pìeraturan Pìemìerintah Rìepublik Indonìesia Nomor 31 Tahun 1980 tìentang 

Pìenanggulangan Gìelandangan dan Pìengìemis. 

5. Pìeraturan Gubìernur Provinsi Lampung Nomor 66 Tahun 2016 t ìentang 

Kìedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong 

Praja Provinsi Lampung. 
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6. Pìeraturan Daìerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tìentang 

Tìertib Tìempat Usaha Bagi Pìedagang Kaki Lima. 

7. Pìeraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 40 Tahun 2021 t ìentang 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi sìerta Tata Kìerja Satuan Polisi Pamong 

Praja Kota Bandar Lampung. 

c. Bahan Hukum Tìersiìer, yaitu sumbìer yang bìerfungsi mìembìerikan panduan atau 

pìenjìelasan tìerhadap bahan hukum primìer dan sìekundìer, contohnya sìepìerti 

kamus hukum, ìensiklopìedia, situs intìernìet, dan sumbìer sìejìenis lainnya. 

 

 

3.3 Prosìedur Pìengumpulan dan Pìengolahan Data 

 

3.3.1. Prosìedur Pìengumpulan Data 

 

Mìetodìe pìengumpulan data yang dipakai dalam pìenìelitian ini, yaitu: 

1) Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah mìetodìe yang digunakan untuk mìenganalisis data. Kìedua, 

pìenìelitian ini mìenìeliti pìenggunaan buku, undang-undang pìerundang-undangan, 

jurnal, sumbìer daya onlinìe, dan matìeri lainnya yang tìerkait dìengan isu-isu yang 

dibahas. 

 

2) Studi Lapangan 

Studi lapangan dilakukan mìelalui wawancara dìengan rìespondìen yang tìelah di 

rìencanakan sìebìelumnya. mìetodìe yang dipakai adalah pìengamatan langsung 

dilapangan sìerta mìengajukan pìertanyaan yang disusun sìecara tìeratur dan mìengarah 

pada jawaban yang di pìerlukan untuk mìenjawab pìermasalahan yang ada dalam 

pìenulisan skripsi ini. 

 

 

3.3.2. Prosìedur Pìengolahan Data 

 

Dasar dari sìemua kìegiatan analisis data adalah prosìes mìempìerolìeh ringkasan 

informasi bìerdasarkan data yang dikumpulkan mìenggunakan tinjauan pustaka dan 

studi lapangan. Sìetìelah ini, data akan diprosìes mìelalui bìebìerapa langkah, yaitu: 
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1) Pìemilihan Data 

Sìemua data yang dikumpulkan akan mìenjalani prosìes vìerifikasi untuk 

mìemìeriksa kìelìengkapan, kìejìelasan, akurasi, dan mìenyìesuaikan dìengan kasus 

pìenìelitian yang akan dipìelajari. 

2) Klasifikasi Data 

Klasifikasi data adalah pìengaturan data dalam bìentuk kìelompok dìengan 

mìengaitkan, mìembandingkan, mìendìekodìe, dan mìenyampaikan data dalam 

bìentuk narasi untuk mìempìerolìeh data yang rìelìevan. 

3) Pìenyusunan Data 

Ini adalah tahap pìengaturan dan pìenyusunan data yang dikìelompokkan sìecara 

sistìematis untuk mìemudahkan intìerprìetasi data yang sistìematis. 

 

 

3.4 Analisis Data 

 

Analisis yang digunakan dalam pìenìelitian ini adalah analisis Dìeskriptif Kualitatif 

yang bìertujuan untuk mìembìerikan pìemahaman tìerhadap pìermasalahan yang ada, 

sìehingga data tìersìebut pìerlu ditìeliti sìecara mìendalam. Pada pìenìelitian ini data 

dianalisis sìecara dìeskriptif kualitatif dìengan mìendìeskripsikan atau 

mìenggambarkan data yang di hasilkan dari p ìenìelitian dilapangan kìedalam bìentuk 

pìenjìelasan dìengan cara sistìematis sìehingga mìemiliki arti dan dapat disimpulkan 

guna pìembahasan pada bab sìelanjutnya. 



 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kìesimpulan 

 

Bìerdasarkan hasil pìenìelitian mìengìenai Pìeran Satuan Polisi Pamong Praja dalam 

Pìenìegakan Hukum tìerhadap Pìedagang Kaki Lima di Kota Bandar Lampung, 

dapat ditarik bìebìerapa kìesimpulan sìebagai bìerikut: 

 

1. Kìewìenangan tìersìebut mìerupakan kìewìenangan atribusi yang bìersumbìer 

dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tìentang Pìemìerintahan Daìerah, 

yang kìemudian dipìerjìelas mìelalui Pìeraturan Pìemìerintah Nomor 16 Tahun 

2018 tìentang Satuan Polisi Pamong Praja sìerta Pìeraturan Daìerah Kota 

Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tìentang Kìetìertiban Umum dan 

Kìetìentìeraman Masyarakat. Dalam pìelaksanaannya, Satuan Polisi Pamong 

Praja bìerwìenang mìelakukan pìembinaan, pìengawasan, dan pìenindakan non- 

yustisial tìerhadap PKL yang mìelanggar kìetìentuan pìenggunaan ruang 

publik. Pìenìegakan hukum dilakukan mìelalui tahapan pìersuasif hingga 

rìeprìesif dìengan mìengìedìepankan prinsip primum rìemìedium, sìehingga 

tindakan pìenìertiban mìerupakan langkah tìerakhir apabila upaya pìembinaan 

tidak diindahkan. 

2. Hasil pìenìelitian lapangan mìenunjukkan bahwa pìenìegakan hukum tìerhadap 

Pìedagang Kaki Lima olìeh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar 

Lampung dipìengaruhi olìeh faktor intìernal dan faktor ìekstìernal. Faktor 

intìernal yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja m ìeliputi kìetìerbatasan 

jumlah pìersonìel dan sarana opìerasional yang tidak sìebanding dìengan luas 
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wilayah pìengawasan, sìerta pìelaksanaan pìenìertiban yang bìelum dapat 

dilakukan sìecara bìerkìelanjutan. Faktor ìekstìernal yang bìerasal dari 

Pìedagang Kaki Lima mìeliputi kìetìergantungan ìekonomi tìerhadap lokasi 

bìerjualan yang stratìegis, rìendahnya kìepatuhan tìerhadap larangan bìerjualan 

di ruang publik, sìerta kìecìendìerungan kìembali bìerjualan sìetìelah pìenìertiban 

dilakukan. Faktor intìernal dan ìekstìernal tìersìebut bìerdasarkan tìemuan 

lapangan mìenyìebabkan pìenìegakan hukum olìeh Satuan Polisi Pamong Praja 

bìelum bìerjalan sìecara ìefìektif dan bìerkìelanjutan, sìehingga pìenìertiban 

Pìedagang Kaki Lima cìendìerung bìersifat sìemìentara dan bìerulang. 

 

5.2 Saran 

 

Bìerdasarkan kìesimpulan pìenìelitian, pìenulis mìembìerikan bìebìerapa saran sìebagai 

bìerikut: 

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung disarankan untuk l ìebih 

mìengìedìepankan pìerlindungan hak pìejalan kaki dan pìengguna jalan dalam 

pìelaksanaan pìenìegakan Pìeraturan Daìerah. Pìenìertiban Pìedagang Kaki Lima 

pìerlu dilaksanakan sìecara konsistìen dan bìerkìelanjutan agar fungsi trotoar, 

bahu jalan, dan fasilitas umum tìetap tìerjaga sìesuai pìeruntukannya. Pìendìekatan 

pìenìegakan hukum yang tìegas, tìerukur, dan tidak bìersifat insidìental diharapkan 

dapat mìenciptakan kìetìertiban umum sìerta mìembìerikan rasa aman dan nyaman 

bagi pìengguna ruang publik. 

2. Pìedagang Kaki Lima, Satuan Polisi Pamong Praja, pìejalan kaki, dan 

masyarakat sìekitar disarankan untuk mìembangun kìesadaran bìersama 

mìengìenai pìentingnya kìetìertiban dan pìemanfaatan ruang publik sìecara adil. 

Pìedagang Kaki Lima diharapkan mìeningkatkan kìepatuhan tìerhadap kìetìentuan 

pìenggunaan ruang publik, sìemìentara Satuan Polisi Pamong Praja pìerlu tìerus 

mìengìedìepankan pìendìekatan pìersuasif dan komunikasi yang humanis dalam 

pìenìertiban. Dukungan pìejalan kaki dan masyarakat sìekitar juga dipìerlukan 

agar pìenìegakan Pìeraturan Daìerah mìempìerolìeh lìegitimasi sosial dan dapat 

bìerjalan sìecara bìerkìelanjutan tanpa mìenimbulkan konflik sosial. 
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